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PUTUSAN 

Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Lbj 

 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili 

perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah 

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: 

PENGGUGAT, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru 

Swasta, Pendidikan Strata I (S-1), Alamat 

Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi  Nusa 

Tenggara Timur, dalam hal ini telah 

memberikan kuasa kepada Moch. Sauqi Futaki, 

S.H., Advokat dari Kantor hukum “Lembaga 

Bantuan Hukum SURYA NTT Perwakilan 

Manggarai Barat”, beralamat di Jln. Gabriel 

Gampur No. 8 RT/RW 013/05 Desa Gorontalo, 

Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai 

Barat, Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat 

kuasa khusus tanggal 22 Februari 2021, Nomor 

: 001/B.1.1/LBH-SNTT/PMB/2021 dengan 

Register Surat Kuasa nomor : 

2/SKKH/2021/PA.Lbj, tanggal 4 Maret 2021, 

selanjutnya disebut sebagai Penggugat; 

melawan 

TERGUGAT, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, 

Pendidikan SMK, Alamat Kabupaten 

Semarang, Provinsi  Jawa Tengah, 

selanjutnya disebut sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;  

 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 

2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada 

tanggal 4 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Lbj, 

mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2015, Penggugat dengan status 

Perawan dan Tergugat dengan status Jejaka, melangsungkan Pernikahan 

yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana tercantum dalam 

Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/I/XXXX, Pegawai Pencatat 

Nikah/Penghulu, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sape, 

Kabupaten Bima, Provinsi  Nusa Tenggara Barat. Pada Tanggal 23 

November 2020; 

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan karena 

dijodohkan oleh kedua orang tua dengan tujuan membentuk Rumah 

Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah yang diridhoi oleh Allah 

SWT; 

3. Bahwa setelah melangsung pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di 

Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat dengan status Rumah Kontrakan 

kurang lebih selama 1 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah 

tempat tingal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten 

Bima, Kecematan Sape selama kurang lebih 2 bulan. Selanjutnya 

Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah orang tua 

Tergugat yang beralamat di Krajan, Kecamatan Jambu, Kabupaten 

Semarang, selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Selanjutnya Penggugat dan 

Tergugat menempati rumah sendiri pada tahun 2017 yang beralamat di 

Kabupaten Semarang, Provinsi  Jawa Tengah sampai sekarang; 

4. Bahwa selama ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah 

melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah 

dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Perempuan, tempat 

tanggal lahir, Semarang 26 Juli 2015; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula 

berjalan rukun dan baik, tetapi Ketentraman (Keharmonisan) Rumah 

Tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah pada Bulan November 

2019 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain: 

a. Bahwa Tergugat disela-sela kesibukannya sebagai karyawan di salah 

satu Kapal Swasta, Tergugat lebih memperhatikan keluarga Tergugat 

sendiri ketimbang memberikan perhatian kepada Penggugat sebagai 

istrinya; 

b. Bahwa dalam menjalankan kehidupan rumah tangga antara Penggugat 

dengan Tergugat, selalu diurus oleh keluarga Tergugat sendiri yaitu 

orang tua Tergugat. Baik tentang rumah tangga terlebih mengenai 

keuangan sebagai hasil dari pencarian Tergugat, yang seharusnya ibu 

rumah tangga adalah Penggugat sendiri yang mengatur tentang 

keuangan dan kebutuhan rumah tangga tersebut; 

c. Bahwa dikala terjadi perselihan rumah tangga antara Tergugat dengan 

Penggugat, Tergugat selalu perkataan atau bersifat kasar yaitu mencaci 

maki Penggugat; 

d. Bahwa perlakuan atau sifat kasar Tergugat bukan saja kepada 

Penggugat sendiri akan tetapi kepada keluarga Penggugat yaitu orang 

tua Penggugat dengan cara mengeluarkan perkataan yang kasar dan 

menghina orang tua Penggugat di hadapan Penggugat sendiri. Dan 

penghinaan tersebut terus dilontarkan oleh Tergugat di setiap 

percecokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga membuat 

Penggugat untuk memilih tidak lagi hidup bersama dengan Tergugat; 

e. Bahwa selama menjalani rumah tangga antara Tergugat dengan 

Penggugat, di Krajan, Kabupaten Semarang, Penggugat memutuskan 

untuk meninggalkan Tergugat karena Penggugat merasakan 

ketidaknyamanan hingga membuat perasaan mental secara psikologis 

sangat terganggu. Setelah apa yang Tergugat lakukan selama ini 

sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya; 

6. Bahwa Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2019 sampai sekarang tidak 

lagi memberikan Nafkah Lahir dan Nafkah Batin. Dengan demikian 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Tergugat dan Penggugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban 

sebagaimana layaknya suami dan isteri; 

7. Bahwa atas permasalahan Rumah Tangga yang dihadapi, oleh Penggugat 

sudah dilakukan 2 (dua) kali Mediasi baik antara Orang Tua dan Paman 

Penggugat dengan Tergugat melalui via telepon, akan tetapi Tergugat  

tidak mau berkomunikasi; 

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah 

diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga 

yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan 

dari suatu Perkawinan. Sehingga sudah tidak ada harapan untuk hidup 

rukun kembali maka dalam keadaan demikian sesuai dengan Ketentuan 

dalam Undang-Undang  No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 

Ayat (1) dan Ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f), Kompilasi 

Hukum Islam serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya 

perceraian; 

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang akan timbul dari perkara 

ini sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; 

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili 

perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: 

Primair: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT); 

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; 

SUBSIDAIR: 

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex 

aequo et bono); 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang  

menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang 

menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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menghadap sebagai wakil/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi 

dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Lbj tanggal 

9 Maret 2021 dan 19 Maret 2021 yang telah dibacakan di persidangan; 

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk 

tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada kehendaknya 

untuk bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang 

menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang 

tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan 

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah 

hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak 

dapat didengarkan; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat 

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut: 

1. Bukti Surat 

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/I/XXXX, yang 

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 

23 November 2020 M. Bukti surat telah diberi meterai cukup, telah dicap 

pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua 

Majelis diberi kode P; 

2.  Bukti Saksi 

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan 

S-1, alamat Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara 

Timur, mengaku sebagai Paman Penggugat di bawah sumpah 

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 

➢ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi 

adalah Paman Penggugat; 

➢ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (orang) anak dan 

sekarang ikut bersama Tergugat; 
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➢ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang 

lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang; 

➢ Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena 

Penggugat ketika meminta izin untuk menjenguk orang tua 

Penggugat, Tergugat tidak mau mengantarkan, sampai sepupu 

Penggugat yang menjemput Penggugat. Baru 4 (empat) hari 

Penggugat di rumah orang tua, Tergugat menjemput dengan cara 

kasar. Kemudian Tergugat merampas anak untuk dibawa pergi 

pulang ke semarang. Puncaknya pada Agustus 2019, Penggugat 

tidak pernah menjenguk Tergugat sampai sekarang; 

➢ Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat baik nafkah lahir 

maupun batin sampai sekarang; 

➢ Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, 

tetapi tidak berhasil; 

➢ Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat; 

2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, 

alamat Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur 

mengaku sebagai Bibi Penggugat di bawah sumpah memberikan 

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 

➢ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi 

adalah Bibi Penggugat; 

➢ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak 

dan sekarang ikut bersama Tergugat; 

➢ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang 

lebih sejak Juli 2019; 

➢ Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering 

bertengkar karena Penggugat ketika meminta izin untuk menjenguk 

orang tua Penggugat, Tergugat tidak mau mengantarkan, sampai 

sepupu Penggugat yang menjemput Penggugat. Baru 4 (empat) hari 

Penggugat di rumah orang tua, Tergugat menjemput dengan cara 

kasar. Kemudian Tergugat merampas anak untuk dibawa pergi 

Disclaimer
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pulang ke semarang. Puncaknya pada Agustus 2019, Penggugat 

tidak pernah menjenguk Tergugat sampai sekarang; 

➢ Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat baik nafkah lahir 

maupun batin sampai sekarang; 

➢ Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, 

tetapi tidak berhasil; 

➢ Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat; 

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menerima dan 

membenarkan keterangan saksinya dan selanjutnya Penggugat menyatakan 

tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan; 

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala 

sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian 

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah perkara cerai 

gugat, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 

huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah 

kewenangan Pengadilan Agama; 

Menimbang, bahwa Penggugat yang beralamat di Kabupaten 

Manggarai Barat sebagaimana alamat dalam surat gugatan Penggugat, maka 

dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menyatakan bahwa 

perkara a quo adalah wewenang Pengadilan Agama Labuan Bajo; 

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat 

terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana dalil gugatan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan No.13/Pdt.G/2021/PA.Lbj 

Penggugat, keterangan Penggugat dan bukti P, dengan demikian Penggugat 

memiliki kepentingan hukum (legal standing) dalam perkara a quo; 

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasakan kepada Moch. 

Sauqi Futaki, S.H. Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum SURYA 

NTT Perwakilan Manggarai Barat, yang beralamat di Jln. Gabriel Gampur No. 8 

Rt/Rw 013/05 Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten 

Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur; 

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, 

terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Kuasa Hukum 

Penggugat memenuhi kualifikasi dan memiliki kedudukan hukum (legal 

standing) dan apakah surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat telah  

memenuhi  syarat  formil  surat  kuasa  sebagaimana  pertimbangan 

berikut: 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang 

yang  berperkara dapat  menunjuk Kuasa Hukum yang bertindak sebagai 

kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka siding Pengadilan   

mewakili   pihak-pihak   yang   berperkara   tersebut   dengan membuat 

surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada; 

Menimbang, bahwa di dalam Buku Pelaksanaan Tugas dan Adminisrasi 

Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 halaman 70-71 digariskan bahwa 

kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari 

Penggugat/Termohon atau Penggugat/Termohon di Pengadilan di antaranya 

disebutkan pada huruf (a) yaitu Advokat (sesuai dengan Pasal 32 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat); 

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2003 tentang Advokat tersebut diikuti oleh ketentuan Pasal 4 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi: “Sebelum menjalankan 

profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan 

sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili 

hukumnya”; 

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang bernama Moch, 

Sauqi Futaki, S.H., adalah Advokat yang masih aktif dan telah disumpah di 
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sidang terbuka Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Kartu 

Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan 

Sumpah yang telah diperlihatkan di muka perisidangan. Dalam hal ini Majelis 

Hakim menilai Kuasa Hukum Penggugat atas nama Moch, Sauqi Futaki, S.H., 

telah memenuhi kualifikasi dan kedudukan hukum (legal standing) untuk 

bertindak sebagai Kuasa Hukum Penggugat untuk beracara dalam perkara a 

qou; 

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 

mempertimbangkan apakah surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat  

telah  memenuhi  syarat  formil  surat  kuasa  khusus  ataukah tidak, 

sebagaimana pertimbangan berikut: 

Menimbang, bahwa syarat formil mengenai sah dan tidaknya surat 

kuasa khusus telah diatur dalam Pasal 147 R.Bg yang dijabarkan dengan Surat 

Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 

substansi dan jiwanya sama dengan Surat Edaran Mahakamah Agung RI 

Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, adalah:  

1. Harus menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperkara di 

Pengadilan. 

2. Menyebut kompetensi relatif. 

3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak. 

4. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang 

diperkarakan. 

5. Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya seperti tingkat 

pertama, tingkat banding, atau kasasi. 

Syarat-syarat tersebut bersifat komulatif dan apabila salah satu syarat itu tidak 

dipenuhi mengakibatkan surat kuasa cacat hukum; 

Menimbang, bahwa   Majelis   Hakim   telah   membaca   dan 

mempelajari secara seksama Surat Kuasa Khusus Pemohon bertanggal 22 

Februari 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan 

Bajo pada tanggal 4 Maret 2021 dengan nomor: 2/SKKH/2021/PA.Lbj, yang 

isisnya sebagaimana tersebut dalam surat Kuasa Khusus, Majelis Hakim 

menemukan fakta bahwa surat kuasa khusus dari pemberi kuasa kepada 
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penerima kuasa telah memenuhi syarat formil sahnya surat kuasa khusus, oleh 

karenanya surat kuasa khusus tersebut sah secara hukum; 

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan 

tidak pula mengutus wakil/Kuasanya yang sah, meski sudah dipanggil secara 

sah dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Lbj 

tanggal 9 Maret 2021 dan 19 Maret 2021 yang telah dibacakan di dalam sidang, 

dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang sah; 

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut 

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan 

Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka 

berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat tersebut 

harus diperiksa secara verstek; 

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak 

dapat didengar jawabannya karena selama persidangan berlangsung Tergugat 

tidak pernah hadir di persidangan pada hal telah dipanggil sebanyak 2 (dua) 

kali, disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan 

dengan hukum, maka perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat 

(verstek) sesuai dengan R.Bg pasal 149 ayat (1) dan kitab I’anatut Talibin juz IV 

halaman 338 yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim 

berbunyi : 

        والقضاء على غائب جائز ان كان لمدع حجة

Artinya : Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) 

apabila ada hujjah (bukti) yang dikemukakan Penggugat; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, 

maka upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah 

Agung nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun di persidangan 

Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat dan saran-saran kepada 

Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, 

namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah 

memenuhi maksud Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan 
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam perkara a quo 

adalah tentang gugatan perceraian, maka pemeriksaannya dilakukan dalam 

sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian kepada 

Tergugat dengan alasan pokok bahwa Penggugat dan Tergugat adalah 

pasangan suami isteri yang telah menjalani kehidupan rumah tangga dalam 

keadaan rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai seorang anak, akan tetapi 

sejak bulan November tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi 

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat lebih memperhatikan 

keluarga Tergugat sendiri ketimbang memberikan perhatian kepada Penggugat 

sebagai istrinya, Tergugat selalu perkataan atau bersifat kasar dan puncaknya 

pada bulan Agustus tahun 2019, Penggugat memutuskan untuk meninggalkan 

Tergugat karena Penggugat merasakan ketidaknyamanan hingga membuat 

perasaan mental secara psikologis sangat terganggu sehingga sejak saat itu 

antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 1 (satu) tahun 7 

(tujuh) bulan tanpa memberi nafkah lahir batin; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi 

Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti 

tersebut di atas, maka harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut: 

1. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran 

yang terus menerus dan bagaimana bentuknya; 

2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran 

tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus 

dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipiel dan berpengaruh terhadap 

keutuhan kehidupan suami isteri; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan No.13/Pdt.G/2021/PA.Lbj 

3. Bahwa apakah benar antara suami isteri tidak ada lagi harapan akan hidup 

rukun kembali dalam rumah tangga; 

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara a quo dilakukan 

secara verstek yang mana Tergugat dianggap telah mengakui dan 

membenarkan dalil-dalil Penggugat, tidak serta merta gugatan Penggugat mesti 

dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 RBg, dan 

dalam perkara a quo adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok 

hukum perorangan (personen recht), bukan masuk dalam kelompok hukum 

kebendaan (zaken recht), dan juga  dalam hukum Islam pernikahan bukanlah 

sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya 

mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat), maka Majelis Hakim memandang 

perlu bahwa Penggugat tetap dibebankan pembuktian;  

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, 

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta dua 

orang saksi sebagaimana tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang 

dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi 

tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta 

otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai 

Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat 

bukti yang sah dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik sebagaimana 

pertimbangan di atas, dengan demikian telah ternyata bahwa Penggugat dan 

Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat perkawinan sampai 

saat ini; 

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama SAKSI I dan 

saksi kedua bernama SAKSI II, sudah dewasa, sudah disumpah di muka 

sidang dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi 

saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana 

diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg; 
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Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengetahui 

langsung penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu ketika 

Penggugat meminta izin untuk menjenguk orang tua Penggugat, Tergugat tidak 

mau mengantarkan, sampai sepupu Penggugat yang menjemput Penggugat. 

Baru 4 (empat) hari Penggugat di rumah orang tua, Tergugat menjemput 

dengan cara kasar. Kemudian Tergugat merampas anak untuk dibawa pergi 

pulang ke semarang. Puncaknya pada Agustus 2019, Penggugat tidak pernah 

menjenguk Tergugat sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal, 

Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat hal 

ini adalah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh 

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian 

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengetahui 

pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung dimana Penggugat 

meminta izin untuk menjenguk orang tua Penggugat, Tergugat tidak mau 

mengantarkan, sampai sepupu Penggugat yang menjemput Penggugat. Baru 4 

(empat) hari Penggugat di rumah orang tua, Tergugat menjemput dengan cara 

kasar. Kemudian Tergugat merampas anak untuk dibawa pergi pulang ke 

semarang. Puncaknya pada Agustus 2019, Penggugat tidak pernah menjenguk 

Tergugat sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak 

pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat hal ini relevan 

dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan 

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah 

diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki 

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah 

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain seperti terjadi 

pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal, oleh karena itu keterangan dua 

orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga alat 

bukti saksi Penggugat telah mendukung posita dalam gugatan Penggugat; 
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Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal- 

hal yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta 

hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dalam rumah tangga; 

2. Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat; 

3. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 

1 (satu) tahun dan selama pisah tidak ada saling komunikasi; 

4. Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak pisah tempat tinggal; 

5. Penggugat sudah bertekad cerai dengan Tergugat karena Penggugat 

sudah tidak nyaman dan tidak ingin kembali rukun dengan Tergugat.  

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar 

Tergugat menjatuhkan talak satu ba’in shughra terhadap Penggugat, yang 

selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang 

pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum lslam 

disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian; 

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat 

tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni: 

1.  Adanya alasan suami isteri telah pisah rumah tanpa ada komunikasi lagi;  

2. Akibat pisah tempat tinggal tersebut antara suami isteri tidak ada harapan 

akan hidup rukun seperti semula;  

3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil. 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur 

tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam 

rumah tangga Penggugat dan Tergugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas bahwa Tergugat 

bersikap kasar kepada Penggugat sampai Tergugat tidak mengizinkan 

Penggugat menjenguk orang tua Penggugat sehingga antara Penggugat 
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dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi lagi. Dengan 

demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta dimana 

Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman kurang lebih 1 

(satu) tahun lamanya dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban suami 

isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun batin, maka mustahil 

dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah 

terpenuhi; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati 

Penggugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah 

tangganya dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. 

Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian 

dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang 

salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi 

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi 

kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya; 

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula 

Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 

1997 yang mengandung abstraksi hukum: “Apabila suami isteri yang tidak 

berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, 

maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”; 

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk 

keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak 

terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana 

firman Allah SWT. dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya 

berbunyi: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya 

untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat 

ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, 
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sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi 

orang-orang yang berfikir”; 

Menimbang, bahwa dengan retaknya rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat tersebut serta untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus 

menerus dialami oleh pihak Penggugat, maka perceraian menjadi alternatif 

terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah 

SWT; 

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas telah 

bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram yang 

selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang artinya menyatakan: 

“Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim 

dapat menceraikannya dengan talak satu”; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

di atas ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi maksud 

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat 

dikabulkan dengan talak satu ba’in sughra; 

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan 

dan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 

menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara 

dibebankan kepada Penggugat;  

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini; 

MENGADILI 

1.  Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan tidak hadir;  

2.  Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  

3.  Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT);  

4.  Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp348.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah); 
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Demikian diputuskan dalam rapat permusyawarahan Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 

Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya’ban 1442 Hijriah, oleh kami Andri 

Yanti, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Harifa, S.E.I. dan Muhammad Haris Anwar, 

S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan 

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis 

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Said Fallo, S.Ag, 

M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya 

Tergugat. 

Hakim Anggota,  
 
 
 
 

Harifa, S.E.I. 
Hakim Anggota, 

 
 
 
 

Muhammad Haris Anwar, S.H. 

Ketua Majelis, 
 
 
 
 

Andri Yanti, S.H.I. 
 

 Panitera, 
 
 
 
 

Said Fallo, S.Ag, M.H. 
Perincian biaya perkara: 
1.  Pendaftaran : Rp   30.000,00 
2.  Proses : Rp   50.000,00 
3.  Panggilan : Rp  228.000,00  
4.  PNBP : Rp   20.000,00 
4.  Redaksi : Rp   10.000,00 
5.  Meterai : Rp   10.000,00 
 J u m l a h : Rp  348.000,00 
 (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) 
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